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PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Lt

P 1

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang
majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Tawang, 14 Januari
1995, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX
xxXxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
XXXX XXXXKKK XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXK XXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX, Provinsi Sumatera
Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan,
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Babatan, 16 April 1994, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di XXX XXX XXXXX
XHXXXXXXXX  XXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXX XXXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXX — XXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, selanjutnya disebut
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari
Selasa tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

78/Pdt.G/2024/PA.Lt telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:
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Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 03 Juni 2015 di Muara Pinang yang tercatat pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Muara Pinang XXXXXXXXX XXXXX XXXXxX sebagaimana
ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/ 08/ VI/ 2015,tanggal 04 Juni
2015;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat telah berjalan selama 8 tahun 7 bulan setelah menikah
Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di
rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI
SUMATERA SELATAN selama 4 tahun kemudian tinggal dirumah
kontrakan di Jakarta sampai dengan berpisabh;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
orang anak yang bernama: Lizen Pratama, Nik: 161101131150001,
Tempat/ Tanggal Lahir: Tanjung Lawang,13 November 2015, Jenis
Kelamin:  Laki-Laki, = Pendidikan: SD, Rapatar Abi  Sekar,
Nik:1611012705170001, Tempat/ Tanggal Lahir: Tanjung Tawang 27 Mei
2017,Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pendidikan: belum sekolah, yang sekarang
kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4, Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis selama 1 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Juni 2016
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis
lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat

yang disebabkan antara lain: Tergugat tidak transparan masalah

keuangan kepada Penggugat; Tergugat sering bermain judi kartu dan
minum-minuman keras; Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata

kasar kepada Penggugat

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin
memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 13 November 2020
disebabkan oleh karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk
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memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi Tergugat tidak mau memberi
dengan alasan Tergugat tidak mempunyai uang sehingga terjadi
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah
kontrakan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di
Kelurahan Tua tuana indah, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX dan Penggugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN EMPAT LAWANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama
3 tahun 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh
keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan
ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan
tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis
lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan
sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud
oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan

mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:
Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (...) dengan Tergugat (...);
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang;

Bahwa berdasarkan berita acara Relaas Panggilan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal dialamat
sebagaimana yang tercantum didalam Gugatan Penggugat, Penggugat telah
diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mencari alamat Tergugat tetapi
Tergugata menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugata;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini
maka Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkara a quo adalah
hak Penggugat maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula
Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk
mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.
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Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
78/Pdt.G/2024/PA.Lt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat
pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijrivah, oleh kami Bakhtiar, S.H.l., M.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir
Islami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23
Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Andi Riadlul Jannah, S. H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Drs. H. Pahmuddin, M. H. Bakhtiar, S.H.l., M.H.l.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 80.000,00
- Panggilan  :Rp 455.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi ‘Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).
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